BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Jaksa penuntut umum sebagai pemohon memiliki kewenangan
untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas ditopang
oleh Yurispudensi, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-
P.W07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan
KUHAP pada butir 19, Yurisprudensi di Negeri Belanda sejak lama
melakukan terobosan terhadap larangan kasasi terhadap putusan
bebas dalam Pasal 430 Wetboek Van Strafvordering, namun hakim
juga memiliki sumber hukum untuk melakukan penolakan atau
bahkan menerima kasasi berdasarkan putusan bebas murni 191 (1)
KUHAP. Sumber hukum yang dimiliki hakim adalah Pasal 253
tentang pemeriksaan judex factie dalam perkara yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap (inkragh van gewijs), Pasal 15
Undang-undang kekuasaan kehakiman Undang-undang No.48
Tahun 2009 dengan alasan hakim dapat melakukan iltra petitum,
namun hal ini seharusnya dapat dibatasi oleh Pasal 183 KUHAP

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara vonnis bebas
yang di upayakan kasasi oleh Jaksa penuntut umum, agar
dipertimbangkan hakim kasasi sebagai putusan lepas. hakim dalam
putusan Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014, Menurut penulis

Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014 merupakan putusan yang
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cacat hukum formil, karena hakim telah mempertimbangkan petita
yang tidak terdapat dalam fakta hukum yang sebenarnya dan tidak
dimohonkan dalam memori kasasi Jaksa.

B. Saran

1. Jaksa dan hakim seharusnya dapat menafsirkan hukum secara
benar, dalam ihwal menafsirkan yurispudensi setelah adanya
penerobosan hukum dalam Pasal 244 KUHAP, seharusnya Jaksa
dan hakim mempergunakan Yurispudensi sebagai sumber hukum
secara kasuistis dan apabila dalam keadaan yang genting. Atau
hakim dan jaksa tidak perlu mempermasalahkan sumber hukum
yurispudensi dalam perkara menerima kasasi berdasarkan putusan
bebas murni, karena Negara Indonesia menganut system hukum
civil law bukan anglo saxon, yang mengutamakan precedent
sebagai sumber hukum, bukan mengutamakan case law sebagai
sumber hukum.

2. Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014 telah menerima memori
kasasi Wahyuningtyas berdasarkan putusan bebas murni, putusan
ini menjadikan suatu yurispudensi atau sumber hukum bagi hakim-
hakim yang lainnya untuk melakukan suatu Rechfinding atau suatu
penemuan hukum baru bagi perkembangan hukum (lus
constituendum) RKUHAP, sehingga tidak ada lagi kerancuan

menafsirkan Pasal 244 KUHAP dalam praktiknya.
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